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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM REMUNERASI

PEGAWAI POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum, pegawai pada instansi yang telah
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan
umum dapat diberikan remunerasi yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/
bupati/walikota atas usulan menteri/pimpinan
lembaga/kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun suatu
pedoman untuk penyusunan sistem remunerasi pegawai
politeknik kesehatan di lingkungan Kementerian
Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman
Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Politeknik
Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006
tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007
tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka
Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi
Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM REMUNERASI
PEGAWAI POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM.

Pasal 1

1. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
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berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya mengacu pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh Politeknik Kesehatan
sebagai imbal jasa kepada pegawai, yang manfaatnya diterima pegawai
dalam bentuk dan jenis komponen-komponen perhargaan dan
perlindungan.

3. Pegawai Tetap adalah pegawai tetap Politeknik Kesehatan baik
Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.

4. Sistem remunerasi Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan adalah sistem imbal jasa yang dikelola
dengan sistem keuangan dan peraturan Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan untuk pegawai tetap Badan Layanan Umum
Politeknik Kesehatan selain Dewan Pengawas dan Direksi.

5. Komponen remunerasi adalah pengelompokan jenis-jenis remunerasi
berdasarkan tujuan-tujuannya.

6. Pekerjaan/Jabatan/Job adalah segala kegiatan kerja yang ditetapkan
secara resmi kepada pemegang pekerjaan berdasarkan tugas pokok
dan fungsi yang terkait dengan pembagian pekerjaan yang tercermin
dalam struktur organisasi, dan dari padanya diharapkan pencapaian
total target kinerja sebagaimana diharapkan Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan.

7. Pemegang pekerjaan adalah pegawai yang diserahi tugas secara resmi
oleh Politeknik Kesehatan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang
ditentukan, dan didukung dengan Surat Keputusan dari Politeknik
Kesehatan dan atau instansi yang berwenang.

8. Nilai pekerjaan/Job Value adalah gambaran profil suatu pekerjaan
atas seluruh faktor-faktor penilaian atau penimbang yang dinyatakan
dalam total nilai.

9. Peringkat pekerjaan/Job Grading adalah pengelompokan tingkat
kompleksitas pekerjaan yang dikelompokkan dari yang terendah
sampai tertinggi, sebagai hasil perbandingan antar pekerjaan
melalui proses evaluasi pekerjaan, yang dapat berupa Corporate
Grade dan Professional Grade.

10. Corporate Grade adalah susunan peringkat pengelompokan
kompleksitas pekerjaan untuk seluruh pekerjaan dalam organisasi

11. Professional Grade adalah susunan peringkat kompleksitas
pekerjaan di suatu kelompok pekerjaan atau profesi yang memiliki
ciri-ciri yang sama.
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12. Ruang tumbuh peringkat pekerjaan adalah ruang kenaikan
peringkat suatu pekerjaan yang dapat dicapai pemegang pekerjaan
sepanjang memenuhi kenaikan persyaratan kompetensi yang
ditetapkan dan melaksanakan tuntutan tugas pokok, peran dan
fungsi di tingkat peringkat tersebut.

13. Evaluasi Kinerja adalah membandingkan total target yang
ditentukan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan
realisasi total pencapaiannya yang bukan hanya berdasarkan
pelayanan oleh individu.

14. Unit Kerja adalah satuan kerja di Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan yang bertugas melaksanakan tugas pokok, peran dan
fungsinya secara terintegrasi mendukung pelayanan operasional
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, sesuai visi dan misinya.

15. Nilai Nominal Poin adalah nilai satuan rupiah yang ditetapkan
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan berdasarkan analisis
hasil kinerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dan
penetapan anggaran remunerasi.

Pasal 2

Pengaturan Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Politeknik
Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini bertujuan untuk
memberikan acuan, kerangka berpikir, prinsip-prinsip, dan ketentuan
dasar sebagai landasan penyusunan sistem remunerasi pegawai Politeknik
Kesehatan.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Politeknik Kesehatan di
Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Politeknik Kesehatan di
Lingkungan Kementerian Kesehatan yang telah menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum harus menyesuaikan
dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan
Menteri ini diundangkan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 September 2014

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 09 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


